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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 51 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d, Pasal
10, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Penunjukan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan
Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2020;

.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

b



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

-4

menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa

tanah danj/atau bangunan yang telah diserahkan dari

Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada

Gubernur melalui Pengelola Barang;

6. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik
daerah;

7. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/
Kuasa Pengguna Barang;

8. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang milik daerah; dan

9. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang

Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang

Pengelola sebagai bahan penyusunan laporan barang milik

daerah.

_Ul

: Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus

Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur
Sumatera Selatan selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik
Daerah.

: Apabila terjadi penggantian pejabat karena mutasi atau sebab

lainnya, maka perlu dilakukan serah terima jabatan yang
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Pejabat Lama
kepada Pejabat Pengganti.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2  Januari 2020

BJBERNUR SUMATERA SELATAN,

W—I. HERMAN DERU

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang




